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MOTTO 

                            

                            

                        

      

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara 

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 

kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah ayat 32)
*
 

 

                                                             
*
 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media, 2019), 52. 
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ABSTRAK 

Ratna Aulya Safitri, 2023: Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Pandangan Ham Dan Hukum Pidana 

Islam. 

Kata Kunci: hukuman mati, terorisme, ham, hukum pidana islam 

Tindak pidana terorisme termasuk dalam tindak pidana berat (extra 

ordinary crime). Terdapat aturan yang berlaku bagi tindak pidana terorisme yaitu 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan hukuman mati 

sebagai hukuman maksimalnya. Pengaturan tentang hukuman mati bagi pelaku 

tindak pidana terorisme menyebabkan perdebatan yang mana hukuman mati 

dianggap melanggar HAM Internasional dan ada yang menganggap hukuman 

mati harus tetap diberlakukan sesuai dengan hukum pidana islam. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan 

hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif ham?. 

2) bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme 

ditinjau dari hukum pidana islam?. 3) bagaimana komparasi atau perbandingan 

pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari ham 

dan hpi? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui 

pengaturan hukuman mati  bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari 

perspektif ham. 2) untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pelaku 

tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif hpi. 3) untuk mengetahui 

perbandingan atau komparasi pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

terorisme ditinjau dari perspektif ham dan hpi. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

yuridis normatif yang sumber dan teknik pengumpulan datanya berdasarkan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan konseptual 

dan perbandingan karena peneliti menganalisa dengan mendalam menurut hak 

asasi manusia dan hukum pidana islam. Dengan teknik pengumpulan datanya 

berdasarkan studi pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal maupun artikel yang 

berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis bahan hukum melalui metode 

kualitatif. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hak asasi manusia 

memandang bahwa hukuman mati bagi pelaku terorisme tidak melanggar UUD 

1945 dan konvensi internasional hak sipl dan politik (ICCPR) sehingga hukuman 

mati bagi pelaku tindak pidana terorisme masih tetap diberlakukan. 2) Hukum 

pidana islam memandang bahwa pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak 

pidana terorisme layak diberlakukan karena dampak dari perbuatan terorisme 

yang sangat membahayakan kemaslahatan jiwa (hifz an nafs). 3) ham dan hukum 

pidana islam memiliki kesamaan dalam menerapkan hukuman mati yakni dari 

segi filosofis, fungsi, prinsip-prinsip dan asas-asasnya sedangkan perbedaannya 

terdapat dari segi sumber hukum, putusan hakim dan hikmahnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih 

ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman 

mati dalam jenis pemidaan merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat 

dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut 

nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi 

pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pengertian hukuman mati secara 

umum dapat diartikan sebagai suatu nestapa yang dapat memberikan 

penderitaan kepada seseorang dan hal ini termasuk dalam pelanggaran norma 

kemanusiaan.  

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam jurnal Eksistensi Pidana Mati 

Dalam Perspektif Hukum Pidana karya Fransiska Novita Eleanora 

menyatakan bahwa alasan hukuman mati masih perlu diberlakukan yakni 

karena hukuman mati dapat menjadi alat agar norma hukum bisa dipatuhi. 

Menurut Bismar Siregar dalam jurnal yang sama dipertahankannya hukuman 

mati dapat menjadi pilihan terakhir sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan 

yang darurat. Oemar Seno Adji juga berpendapat apabila Indonesia masih 

banyak ancaman yang berbahaya dan kekacauan yang terjadi di masyarakat 

dapat membahayakan kemanusiaan, maka hukuman mati masih perlu 

dipertahankan. Sehingga adanya tujuan dari pemidanaan sebagai pencegah 

dari tidak pidana, sebagai pembinaan bagi terpidana agar menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi, menjadi alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan 
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dan sebagai penebus dari rasa bersalah terpidana bisa tercapai. Adanya 

hukuman mati dapat menjadi aspek pembalasan dan aspek menakutkan bagi 

para penjahat agar tidak berani melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan 

sanksi hukuman mati.
1
 

Alasan atau dasar masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia 

adalah karena hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi UUD 

1945, hal ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Maka dari itu bisa 

dimaknai bahwa hukuman mati bukanlah suatu tindakan Inkonstitusional. 

Karena hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia 

keberadaan hukuman mati dianggap layak dipertahankan dalam hukum positif 

Indonesia. Dari adanya putusan tersebut aturan hukuman mati dalam hukum 

pidana Indonesia mengalami pembaharuan yaitu hukuman mati bukan lagi 

menjadi pidana pokok melainkan sebagai pidana yang memiliki sifat khusus 

dan alternatif, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak, eksekusi 

pidana mati terhadap wanita hamil ditangguhkan sampai wanita tersebut 

melahirkan.
2
 

Menurut Laurie Sneider alasan masih diberlakukannya hukuman mati 

di Indonesia adalah pertama, karena dalam hukum positif Indonesia secara 

tegas masih mencantumkan hukuman mati sebagai jenis hukuman atau sanksi 

                                                             
1
 Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana,” 

Jurnal  Ilmiah Widya, vol.29, no.318 (tahun 2012): 11, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Fransiska%20%20novita.pdf 
2
 Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari 

Perspektif Ham (Alternatif Of  Death Penalty of Human Right Perspective, in Indonesia,” Jurnal 

HAM vol.7 no.2 (tahun 2016): 27 

file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20DAPUS/BUNGASAN%20HUTAPEA.pdf   

file:///C:/Users/User/Downloads/Fransiska%20%20novita.pdf
file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20DAPUS/BUNGASAN%20HUTAPEA.pdf
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dalam KUHP Indonesia. Kedua, adanya pertimbangan HAM para aktivis 

HAM menilai bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan karena setiap 

orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat diambil oleh siapapun, 

namun dalam kenyataannya terdapat pihak yang menghilangkan nyawa orang 

lain dengan atau tanpa ada alasan yang jelas maka pendapat ini perlu dikaji 

lebih dalam. Ketika seseorang telah mengambil hak asasi orang lain dengan 

cara membunuh maupun dengan tindak pidana lainnya berarti dia juga telah 

mengabaikan hak asasi hidupnya sendiri. Ketiga pertimbangan kondisi 

masyarakat dalam memandang jenis kejahatan tertentu hal ini dapat 

mendorong pemerintah agar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku 

atas kejahatan tersebut. Keempat pertimbangan keyakinan agama dengan 

mayoritas penduduknya muslim yang percaya bahwa dalam islam hukuman 

mati diperbolehkan pada kejahatan tertentu.
3
 

Namun pemberlakuan hukuman mati juga mendapat penolakan sesuai 

beberapa pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berdasarkan 

pasal 3 DUHAM “setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan 

keamanan pribadi.” Dalam Pasal ini jelas bahwa hukuman mati telah 

mengambil hak hidup, hak kemerdekaan dan keamanan pribadi seseorang 

terpidana. Tidak hanya itu melihat dalam Pasal 6 ayat (1) International 

Covenant On Cipil and Political Right (ICCPR) yang berbunyi “pada setiap 

insan manusia melekat hak untuk hidup, hal ini harus dilindungi oleh hukum. 

Tidak seorangpun insan manusia secara gegabah boleh dirampas 

                                                             
3
 Hutapea, “Alternatif,” 36-39. 
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kehidupannya” dalam Pasal ini menilai bahwa hukuman mati menimbulkan 

rasa sakit pada tubuh dan telah dirampasnya hak hidup yang dimiliki oleh 

seseorang, hal inilah yang menjadi alasan hukuman mati tidak boleh 

diberlakukan. Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ayat (1) International Covenant 

On Cipil and Political Right (ICCPR) merupakan produk yang dihasilkan dari 

perjanjian internasional PBB pada tahun 1966.
4
 

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada awalnya dilakukan 

menurut Pasal 11 KUHP yang berbunyi bahwa “pidana mati dijalankan oleh 

algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah 

jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. 

Seiring berjalannya waktu Pasal tersebut kurang sesuai kemudian dirubah 

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 Tentang tata cara 

pelaksanaan pidana mati yang berbunyi “menyimpang dari apa tentang hal ini 

yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada 

orang-orang sipil (bukan militer) sepanjang tidak ditentukan lain oleh 

gubernur jendral yang dilakukan dengan cara menembak mati.” Pelaksanaan 

eksekusi terhadap pidana mati dilakukan setelah dijatuhkannya putusan 

Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht), namun biasahnya 

setelah pembacaan putusan tersebut terpidana mati diberikan kesempatan 

untuk mengajukan grasi kepada presiden.
5
 

Hukuman mati merupakan jenis pemidanaan berdasarkan hukum 

positif di Indonesia sebagai bentuk hukuman bagi seseorang yang telah 

                                                             
4
 Hutapea, “Alternatif,”31-32. 

 
5
 Hutapea, “Alternatif,” 18-23. 
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melanggar aturan Undang-Undang. Keberadaan hukuman mati dijadikan 

sebagai sarana terakhir (penal) yang diberlakukan bagi orang yang tidak dapat 

dibina lagi dan kejahatan yang dilakukan orang tersebut telah membuat 

kekacauan di masyarakat mapun negara. Menurut pendapat Pakar Hukum 

Pidana Universitas Indonesia Akhiar Salmi menyampaikan bahwa “pengedar 

Narkoba, Korupsi dan Terorisme tidak boleh mendapat pembebasan 

bersyarat”. Sebab menurutnya ketiga tindak pidana tersebut layak diberikan 

hukuman yang berat atau bahkan dihukum mati dan hak asasi manusia tidak 

boleh dijadikan alasan untuk memberikan keringanan pada ketiga kejahatan 

tersebut.
6
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

narkotika pelaku pengedar ataupun bandar narkoba dapat dijerat dengan 

hukuman paling berat yakni hukuman mati, dan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pelaku 

diancam dengan ancaman hukuman mati, tidak hanya dua tindak pidana 

tersebut tindak pidana korupsi juga dikenai ancaman pidana mati sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Melihat dalam praktiknya 

hukuman mati bagi koruptor di Indonesia belum pernah sekalipun 

memutuskan hukuman mati bagi pelaku korupsi padahal pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi jelass tertulis bahwa hukuman paling berat adalah hukuman mati, 

                                                             
6
 “Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia,” Narkoba, Korupsi Dan Terorisme Harus 

Dihukum Mati, 13 Februari 2020, https://ham.go.id/2014/02/13/narkoba-korupsi-dan-terorisme-

harus-dihukum-mati/ diakses pada tanggal 30 Juni 2023  

https://ham.go.id/2014/02/13/narkoba-korupsi-dan-terorisme-harus-dihukum-mati/
https://ham.go.id/2014/02/13/narkoba-korupsi-dan-terorisme-harus-dihukum-mati/


 

 

6 

namun hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) belum pernah 

memvonis hukuman mati kecuali hukuman seumur hidup yang dianggap 

sebagai hukuman paling berat mereka menggap bahwa hukuman mati 

bertentangan dengan hak asasi manusia.
7
 Sebagai contohnya adalah Benny 

Tjokro yang dituntut oleh JPU dengan pidana mati namun hakim memutus 

pidan seumur hidup dengan berbagai alasan.
8
 

Namun untuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

terorisme dan narkotika banyak pelaku tindak pidana tersebut yang dihukum 

dengan hukuman mati seperti halnya kejahatan narkoba yang telah dilakukan 

oleh Muhammad Nasir yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri 

Tanjungkarangan pada tahun 2021 dan kini ia sedang menunggu eksekusi 

matinya di Lapas Nusakambangan.
9

 Sedangkan dalam kasus terorisme 

terdapat 6 orang teroris yang dihukum mati sekaligus yaitu Anang Rachman, 

Suparman alias Maher, Syawaluddin Pakpahan, Suyanto alias Abu Izza, 

Handoko alias Au Bukhori dan Wawan Kurniawan atas kasus penyerangan 

Mako Brimob Depok yang terjadi pada tahun 2018 lalu oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur keenam pelaku teror tersebut menerima vonis hukuman 

                                                             
7

 Maswandi, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di 

Indonesia,” Jurnal Mercotoria vol.9 no.1 (tahun 2016): 75-76 

https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/353/528  
8
 “Kompas.com,” Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Terbesar Lolos dari Hukuman Mati 

dan Divonis Nihil, 13 Januari 2021, 

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/13/06055841/ketika-terdakwa-kasus-korupsi-terbesar-

kedua-lolos-dari-hukuman-mati-dan diakses pada tanggal 30 Juni 2023  
9
 “Tim Litbang MPI, MNC Portal,” 4 Gembong Narkoba yang Dihukum Mati, Termasuk 

Freddi Budiman, 19 Januari 2022, https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-

gembong-narkoba-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman diakses pada tanggal 30 Juni 

2023. 
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dan tidak mengajukan banding maupun kasasi.
10

 Tidak hanya itu saja pada 

tahun 2008 lalu telah ada vonis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

terorisme yang terjadi di Bali pada tahun 2002 yaitu Abdul Aziz alias Imam 

Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas dan Amrozi yang bahkan telah dieksekusi 

mati.
11

   

Penerapan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku terorisme dirasa 

dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang mendengar maupun yang 

melihat vonis hukuman tersebut. Tujuan dari adanya hukuman sebagai salah 

satu bentuk pencegahan dianggap memberikan hasil yang maksimal sehingga 

diharapkan tidak akan terulang lagi kejahatan terorisme maupun kejahatan 

yang lainnya. Meskipun hukuman mati dirasa merupakan hukuman yang 

kejam dan tidak manusiawi namun kita juga tidak boleh lupa terhadap dampak 

yang dihasilkan dari tindakan terorisme tersebut yang begitu besar oleh sebab 

itu hukuman mati pantas untuk diberlakukan bagi pelaku terorisme namun 

dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia. Namun pemberlakuan 

hukuman mati ini hanya berlaku bagi kejahatan terorisme dan narkotika saja 

mengapa sampai sekarang tindak pidana korupsi belum pernah ada yang 

divonis hukuman mati padahal ketiga tindak pidana tersebut termasuk dalam 

kejahtan yang luar biasa dengan hukuman maksimalnya hukuman mati. 

Menurut latar belakang yang ada, saya memiliki ketertarikan untuk 

                                                             
10

 “Andi Saputra,” 6 Teroris Penyerang Mako Brimob Divonis Mati!, 22 April 2021, 

https://news.detik.com/berita/d-5541660/6-teroris-penyerang-mako-brimob-divonis-mati diakses 

pada tanggal 30 Juni 2023. 
11

 “Farouk Arnaz / YUD,” Jejak Napi Teroris Yang Divonis Hukuman Mati, 23 April 

2021, https://www.beritasatu.com/nasional/764579/jejak-napi-teroris-yang-divonis-hukuman-mati 

diakses pada tanggal 7 Juni 2023.  

https://news.detik.com/berita/d-5541660/6-teroris-penyerang-mako-brimob-divonis-mati
https://www.beritasatu.com/nasional/764579/jejak-napi-teroris-yang-divonis-hukuman-mati
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melakukan penelitian yang berjudul: “Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Pandangan HAM 

dan Hukum Pidana Islam” 

B. Fokus Penelitian  

Permasalahan merupakan sebuah peristiwa yang harus diberikan 

penyelesaian atau solusi dalam menanganinya. Rumusan masalah ditulis 

dalam bentuk pertanyaan, yang memerlukan analisis penelitian dalam 

menjawabnya. Rumusan Masalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme 

ditinjau dari perspektif HAM? 

2. Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme 

dari perspektif Hukum Pidana Islam? 

3. Bagaimana komparasi atau perbandingan pengaturan hukuman mati bagi 

pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM dan hukum 

pidana islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

terorisme ditinjau dari perspektif HAM  

2. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi tindak pidana terorisme 

ditinjau dari perspektif hukum pidana islam  

3. Untuk mengetahui perbandingan atau komparasi pengaturan hukuman 

mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM 

dan hukum pidana islam 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebuah penelitian hukum diharapkan mampu memberikan 

tambahan mengenai wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

yang baru sebagai sumber informasi yang dapat berguna bagi pembaca 

maupun khalayak umum mengenai pemberlakuan hukuman mati menurut 

pandangan HAM, pemberlakuan hukuman mati menurut pandangan 

Hukum Pidana Islam serta untuk memberikan pengetahuan tentang 

hukuman mati yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana terorisme 

di Indonesia dan juga bagaimana hak asasi manusia serta hukum pidana 

islam memandang pemberlakuan hukuman mati tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sarana 

dalam menerapkan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan 

yang telah diketahui penulis tentang pemberlakuan hukuman mati 

bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai pandangan 

hak asasi manusia dan hukum pidana islam. 

b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian hukum ini diharapkan dapat 

memberikan bantuan atau sumbangan ilmu yang bermanfaat dalam 

mengembangkan penelitian hukum mengenai pemberlakuan 

hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia 

dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam. 

c. Bagi pembaca, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan 

informasi, atau wawasan yang dapat berguna bagi khalayak umum 
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dan dapat menjadi pengetahuan yang baru mengenai adanya 

pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di 

Indonesia dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana 

islam. 

E. Definisi Istilah 

Definisi merupakan makna atau arti dari suatu kata dalam penelitian 

yang harus dipaparkan secara jelas dan lengkap. Maka dari itu suatu definisi 

istilah sangatlah penting adanya karena menjadi penjelas dalam menguraikan 

suatu kata secara tepat agar tidak kurang maupun tidak lebih dalam 

memahami kata tersebut. 

1. Pemberlakuan  

Kata pemberlakuan berasal dari kata dasar laku yang berarti 

perbuatan, tindakan atau gerak gerik. Sedangkan kata pemberlakuan 

sendiri merupakan proses atau cara memberlakukan suatu perbuatan.
12

 

2. Hukuman Mati 

Hukuman mati merupakan jenis hukuman berat yang perlu dasar 

hukum jelas dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Definisi hukuman mati 

sendiri merupakan hukuman dengan cara menghilangkan nyawa seseorang 

yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan. 

Dalam islam hukuman mati telah lama diakui dan masih eksis sampai 

sekarang, pemberlakuan hukuman mati tersebut dianggap efektif karena 

dapat memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan luar biasa (extra 

                                                             
12

 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:PT Balai Pustaka Persero, 2018), 927  
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ordinary crime). Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief dalam buku 

Polemik Hukuman Mati Di Indonesia ia berpendapat bahwa 

diberlakukannya hukuman mati bukan sebagai usaha yang utama dalam 

menertibkan dan melindungi rakyat melainkan sebagai jalan terakhir yang 

harus dilakukan negara dalam mengayomi rakyatnya.
13

 

Mengutip pendapat Roeslan Saleh dalam jurnal Sistem Pidana Mati 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam mengemukakan pendapatnya 

bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah membatasi 

kemungkinan untuk dijatuhkannya hukuman mati terhadap beberapa 

kejahatan yang termasuk kejahatan berat seperti halnya: melakukan tipu 

daya terhadap presiden dan wakil presiden, mengadu domba negara asing 

sehingga menimbulkan terjadinya perang, membantu musuh saat terjadi 

perang, pembunuhan berencana, pencurian yang menyebabkan cidera berat 

atau bahkan kematian, pemerasan yang menyebabkan cidera atau 

kematian, pembajakan yang terjadi di laut, pesisir, dan sungai yang 

menimbulkan kematian. Makadari itu hukuman mati menjadi unsur 

pemenuhan hukuman tindak pidana didalam perundang-undangan yang 

tetap mengutamakan kemanusiaan bagi terpidana dengan mengutamakan 

kepentingan korban tindak pidana, masyarakat dan negara.
14
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 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Dan 

Kementerian Agama RI, 2010), 137-139. 
14

 Faisal, “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” Jurnal 

Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam vol. I no. 01 (tahun 2016): 83-86 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/293  
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3. Tindak Pidana 

Mengutip pendapat Simons dalam buku Asas-asas Hukum Pidana 

karya Topo Santoso, Simons yang merupakan seorang ahli hukum pidana 

Belanda berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang 

diancam dengan ancaman hukum pidana karena telah melanggar hukum 

yang dilakukan oleh seseorang harus mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya tersebut. Atau tindak pidana dapat berarti suatu tindakan 

yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Terdapat unsur-unsur 

tindak pidana yaitu subjek tindak pidana menurut KUHP adalah manusia 

dan korporasi, tindak pidana bersifat melawan hukum, adanya akibat yang 

timbul dari tindak pidana, adanya pidana karena pasti ada kesalahan serta 

adanya unsur khusus dalam tindak pidana. 

Sedangkan dalam islam tindak pidana atau yang sering disebut 

dengan jinayah atau jarimah merupakan tindakan atau perbuatan yang 

telah dilarang oleh syariat yang telah ditentukan hukuman bagi 

pelanggarnya oleh Allah. Didalam hukum pidana islam juga terdapat 

unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur al-rukn al-syar’iy yaitu aturan yang 

jelas mengenai perbuatan yang dilarang, unsur al-rukh al-madi yaitu 

meliputi perbuatan yang aktif maupun perbuatan pasif dan unsur al-rukh al 

adabiy yaitu unsur yang meliputi kedewasaan pelaku, tanggungjawab 

pelaku dan pelaku yang dapat dipersalahkan.
15
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 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 

108-111. 
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4. Terorisme  

Mengutip pendapat Paul Wilkinson dalam buku yang berjudul 

Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP karya 

Ruslan Renggong, terorisme merupakan perbuatan meneror yang 

dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu. 

Menurut James Adams pengertian terorisme merupakan ancaman 

kekerasan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok 

yang memiliki tujuan untuk melawan kekuasaan yang ada dengan maksud 

untuk mengintimidasi suatu kelompok. Sedangkan dalam Black’s Law 

Dictionary terorisme adalah perbuatan yang mengakibatkan kekerasan 

yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia yang termasuk melanggar 

hukum yang tujuannya untuk mengintimidasi masyarakat, melawan 

kebijakan pemerintah dan melakukan penculikan ataupun pembunuhan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme memiliki 

unsur penting yaitu pertama, terorisme merupakan perbuatan yang 

dilakukan dengan kekerasan, kedua terorisme termasuk dalam perbuatan 

yang bersifat melawan hukum, ketiga perbuatan teror tersebut selalu 

memiliki sasaran tertentu, keempat teror tersebut biasanya memiliki tujuan 

untuk mengubah suatu aturan pemerintahan negara.
16

 

Dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan 

mengenai pengertian terorisme yaitu tindakan atau perbuatan kekerasan 

yang menyebabkan ketakutan secara luas, menimbulkan kerusakan 
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 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 104-105. 
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terhadap tempat-tempat penting serta dapat menimbulkan korban jiwa 

yang bersifat massal dengan motif ideologi, keagamaan, politik maupun 

keamanan. 
17

 

Dalam bahasa Arab istilah terorisme dikenal dengan kata Al-Irhab 

yang secara bahasa berarti teror, sedangkan secara istilah berarti perbuatan 

seseorang yang menimbulkan orang lain merasa ketakutan serta 

menjatuhkan korban sebanyak-banyaknya. 
18

 

5. Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak dasar yang 

dimiliki oleh manusia yang tidak mungkin bisa terlaksana apabila tidak 

ada dukungan dari pemerintah negara. Hak-hak mendasar tersebut dapat 

meliputi hak bebas dalam mengungkapkan pendapat, hak bebas dalam 

memeluk agama, hak bebas dalam membentuk organisasi dan hak lain-

lain.
19

 

Mengutip pendapat C.de.Rover dalam buku Hukum Pidana Khusus 

Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP karya Ruslan Renggong 

pengertian hak asasi manusia  merupakan hak dalam hukum yang dimiliki 

oleh setiap individu sebagai makhluk sosial yang mana hak tersebut 

bersifat universal tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ras dan 

lain sebagainnya. Bisa jadi hak tersebut dilanggar namun hak tersebut 
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 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Terorisme, Pasal 1 ayat (2) 
18

 Ahmad Zainud Tauhid, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme 

Perspektif Fiqih Jinayah,” Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia vol. I no. 2 (tahun 2012): 353, 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10433/  
19

 Salam, Polemik, 91. 
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tidak dapat dihilangkan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUHAM 

memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia merupakan sekumpulan 

hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugrah yang diberikan oleh 

Tuhan yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh setiap 

orang, hukum, serta negara.
20

 

6. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana islam merupakan terjemahan kata Fiqh Jinayah 

yang merupakan semua aturan hukum terkait perbuatan kejahatan yang 

dilakukan oleh seorang yang dianggap tau aturan agama atau disebut 

mukallaf. Hukum pidana islam sendiri adalah ketetapan yang telah Allah 

berikan yang berisi manfaat atau faedah bagi keberlangsungan hidup 

manusia di dunia maupun di akhirat. Ketetapan tersebut menjadi sebuah 

kewajiban bagi semua manusia agar mau melaksanakan perintah Allah 

demi tercapainya kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan orang lain.
21

 

Fiqih jinayah atau dalam hukum di Indonesia disebut Hukum 

pidana islam adalah ketetapan hukum yang mengatur mengenai perbuatan 

kejahatan yang mengganggu keamanan dan telah melawan aturan 

perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang yang telah diperinci 

dari Al-Qur’an dan Hadits.
22

 

  

                                                             
20
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21

 Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam (Bandar Lampung: 2015),  

194. 
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F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian merupakan gambaran atau langkah-langkah 

yang digunakan peneliti dalam proses menyusun penelitian ini. Agar dapat 

memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka kiranya penulis 

memaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I hingga bab V yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun 

secara praktis, definisi istilah yang menjadi penjelas secara singkat dari judul 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Pada bab ini memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu, peneliti 

membuat ringkasan singkat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini serta mencari tahu persamaan dan perbedaannya. Sedangkan 

dalam kajian teori, peneliti menjelaskan mengenai teori-teori yang ada sangkut 

pautnya dengan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini mencakup tentang metode yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam menyusun penelitian yang mana terdiri dari jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan 

analisis bahan hukum. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini peneliti akan membahas berdasarkan dengan fokus 

penelitian yang diangkat oleh peneliti yang didapat dari metode penelitian. 

Dimana akan membahas mengenai pertama tentang bagaimana pemberlakuan 

hukuman mati menurut pandangan HAM. Kedua membahas tentang 

bagaimana pemberlakukan hukuman mati menurut pandangan hukum pidana 

islam. Dan yang ketiga yaitu perbandingan antara pandangan HAM dan 

hukum pidana islam mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku 

tindak pidana terorisme di Indonesia. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini peneliti akan menyimpulkan mengenai hasil dari 

pembahasan yang telah dipapakan dalam bab IV sesusai dengan fokus dan 

tujuan dari penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menelusuri tinjauan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita teliti 

saat ini. 

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Pidana Mati Terhadap Kejahatan 

Terorisme Dalam Perspektif  Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi 

Manusia“ dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan dianggapnya agama islam sebagai terdakwah bahwasanya  

ajaran islam membenarkan dan menghalalkan kekerasan sebagai bentuk 

perjuangan. Di indonesia tragedi terorisme terbesar terjadi di Bali pada 12 

Oktober 2002 yang menjadi bukti nyata bahwa aksi terorisme tidak 

memperdulikan nilai-nilai kemanusiaan dari dampak yang diakibatkan oleh 

tindakan terorisme tersebut dianggap pantas apabila pelaku kejahatan 

tersebut dihukum dengan pidana mati meskipun banyak kelompok yang pro 

dan kontra dari adanya hukuman mati tersebut. Menurut kelompok yang 

setuju dengan adanya hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati 

harus atau mutlak ada agar menjadi bentuk untuk melenyapkan orang-

orang yang berkelakuan buruk yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan 

untuk kelompok yang tidak setuju atau menentang adanya hukuman mati 

beranggapan bahwa hukuman mati sama halnya melanggar hak asasi 

manusia.  

Dalam penelitian ini mengfokuskan pembahasan mengenai hal: 
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Bagaimana sanksi pidana mati bagi tindak pidana terorisme menurut 

hukum pidana di Indonesia. Serta bagaimana sanksi pidana mati bagi teoris 

dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam melakukan penelitian skripsi ini 

penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni 

pendekatan hukum yang meneliti tentang kasus hukum yang berdasarkan 

norma atau aturan hukum yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah bahwa menurut hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum 

pidana di Indonesia sanksi pidana mati masih diberlakukan hingga saat ini 

karena dianggap hukuman mati ini sepantasnya diberikan kepada pelaku 

terorisme karena telah banyak menghilangkan nyawa orang lain dan juga 

masih diberlakukan di Indonesia namun dalam perspektif hak asasi 

manusia pemberlakukan hukuman mati masih menjadi perdebatan 

kelompok elsam menolak secara tegas adanya hukuman mati karena 

menggap bahwa adanya hukuman mati berarti telah melanggar hak hidup 

manusia yang telah diberikan oleh tuhan sejak mereka lahir. 
24

 

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Hukuman Mati Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Terorisme Perspektif  Fiqih Jinayah” dalam penelitian ini 

peneliti menemukan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan negara 

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya menganut 

agama islam, masih memberlakukan hukuman mati sebagai sistem hukum 

nasional bagi beberapa kejahatan tertentu yang mengancam 

keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan (stabilitas) negara 
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Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013), 2-3.  
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seperti halnya tindak pidana narkotika, korupsi, terorisme dan lain 

sebagainya sesuai ketentuan. Dalam syariat islam hukuman mati sama 

halnya dengan hukuman qishas jadi apabila terjadi suatu tindakan kejahatan 

yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka hukuman yang 

berlaku adalah hukuman qishas atau hukuman mati adanya hukuman 

tersebut dalam islam semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.  

Dalam penelitian ini mengfokuskan pembahasan mengenai hal: 

Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku 

tindak pidana terorisme, serta apa pandangan fikih jinayah terhadap 

argumentasi hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme. 

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang 

berlaku seperti halnya Al-Qur’an dan hadits dalam hukum pidana islam 

sedangkan dalam hukum positif Indonesia yaitu bersumber dari kitab 

undang-undang hukum pidana (KUHP). Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme 

menurut analisis pasal 6 UU No.15 tahun 2003 bahwasanya dalam hukum 

pidana islam memandang bahwa tindak pidana terorisme berbenturan 

dengan asas islam yang menyetujui adanya hak asasi manusia dari adanya 

perbuatan terorisme bukan hanya menodai harkat dan martabat manusia 

namun juga menodai keluhuran agama makadari itu tindakan terorisme 

pantas untuk diberikan hukuman jarimah hudud sebagaimana diatur dalam 

Al-Qur’an. Sebagaimana tercantum dalam UU No.15 tahun 2003 pidana 
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mati bagi pelaku tindak pidana terorisme layak diberikan hal ini bertujuan 

agar dapat memberikan dampak bagi pelaku sehingga tidak mengulangi 

perbuatannya lagi sekaligus sebagai pembelajaran dan juga dapat menjadi 

peringatan bagi masyarakat luas akan besarnya dampak atau saknsi yang 

akan diberikan apabila melakukan tindak pidan terorisme. 
25

 

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Eksistensi pidana mati dalam 

penegakan hukum di Indonesia di Tinjau dari aspek hak asasi manusia 

(HAM)” dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan munculnya hukuman sebagai salah satu upaya untuk 

mengantisipasi kejahatan, hukuman ini menjadi cara seseorang untuk 

menangani berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat.  Di 

Indonesia telah mengetahui adanya hukuman mati bahkan sebelum bangsa 

Indonesia dijajah oleh Belanda, hukuman mati juga merupakan hukum adat 

atau hukum kebiasaan yang kemudian ditulis dan dijadikan sebagai hukum 

yang terdapat dalam plakat tertanggal 22 April 1808 hukuman mati tersebut 

dapat berupa dibakar hidup-hidup, dimatikan dengan menggunakan keris, 

dipukul dengan rantai, dan dipekerjakan secara paksa dan lain-lain. Dengan 

masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia sepatutnya tetap 

mempertimbangkan rasa keadilan agar mereka yang tidak setuju dengan 

adanya hukuman mati bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya 

mungkin dengan mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang 

sama beratnya sebagai solusi. Negara Indonesia sebagai salah satu negara 
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yang menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia (HAM) diposisikan 

untuk tetap melindungi hak-hak yang telah diberikan tuhan sejak seseorang 

tersebut lahir, namun apabila seseorang tersebut telah mencabut hak hidup 

anggota masyarkat lainnya maka negara harus mengambil kewenangan 

untuk membalaskan hukuman bagi seseorang yang telah melanggar aturan 

tersebut sekalipun hukuman yang diberikan adalah hukuman mati.  

Dalam penelitian ini mengfokuskan pembahasan mengenai hal: 

Bagaimana penerapan hukuman mati dalam penegakan hukum di 

Indonesia, serta Bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan 

hak asasi manusia (HAM). Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis 

menggunakan metode penelitian normatif yuridis yakni dengan 

menggabungkan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka serta 

mencampurkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah keefektifan penerapan hukuman mati di 

Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati 

setiap tahunnya sebagai upaya pembalasan akibat pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh seseorang. Hukuman mati tidak serta merta bertentangan 

dengan hak asasi manusia (HAM) dan karena itu harus ditiadakan, namun 

pemerintah harus mengambil sikap dengan menyatakan bahwa hak hidup 

terpidana dapat dicabut melihat kesalahan yang telah diperbuat yang masuk 

dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Serta eksistensi hukuman 
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mati juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an. 
26

 

4. Penelitian terdahulu yang berjudul “penjatuhan sanksi pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan hak asasi manusia” dalam 

penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia yang selama 

ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

korupsi. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang hukuman mati 

bagi pelaku korupsi yang seharusnya di tindak secara tegas dan keras yakni 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-

Undamg Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

terorisme atau yang disebut UU PTPK yang tercantum dalam pasal 2 ayat 

(2) UU PTPK yang berbunyi bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 

pidana mati dapat dijatuhkan” namun dalam pelaksanaannya sampai saat 

ini belum pernah ada satu putusan pengadilan Indonesia yang berani 

memutuskan dengan menggunakan pasal ini. Disamping itu terdapat 

masalah dalam menjatuhkan hukuman mati yaitu perdebatan antar 

masyarakat yang tidak semuanya sepakat dengan adanya sanksi hukuman 

paling kejam ini, sebab mereka berpendapat bahwa sanksi hukuman mati 

melanggar hak-hak kemanusiaan. Yang mana persoalan yang menyangkut 

mengenai perlindungan HAM menjadi faktor penghambat dalam penerapan 

hukuman mati di Indonesia.  
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Dalam penelitian ini mengfokuskan pembahasan mengenai hal: 

bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi dalam Undang-Undang pemberantasana tindak pidana korupsi, 

serta bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam melakukan 

penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif yakni dengan melakukan pendekatan masalah yang mempunyai 

maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan 

yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sanksi pidana mati yang 

tercantum dalam UU PTPK pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa “dalam 

hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” dalam hal ini untuk 

dapat diterapkannya pasal tersebut perlu memenuhi ketentuan yang terdapat 

dalam pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu. Disamping dari 2 pasal tersebut 

masih terdapat ancaman sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

korupsi yaitu terdapat dalam pasal 15 dan pasal 16 UU PTPK. Namun 

dalam penerapan sanksi hukuman mati bagi koruptor terdapat halangan 

dalam penerapannya yakni persoalan HAM yang mana Indonesia 

merumuskan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan 

HAM yang diatur dalam pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945.
27
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5. Penelitian terdahulu yang berjudul “Hukuman Mati Terhadap Tindak 

Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum 

Pidana Positif” dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan persoalan hukuman mati yang selalu menjadi 

perdebatan para ahli hukum khususnya di Indonesia. Pro dan kontra adanya 

sanksi hukuman mati menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan. 

Mereka yang mendukung adanya hukuman mati beralasan sebab hukuman 

mati sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan sosial, sedangkan bagi 

mereka yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati beralasan karena 

adanya perlindungan hak asasi manusia. 

Dalam penelitian ini mengfokuskan pembahasan mengenai hal: 

bagaimana ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan 

dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia 

dan bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan 

hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana 

pembunuhan. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan 

metode penelitian pustaka atau library research dengan melakukan 

penelitian melalui fasilitas pustaka dengan mengkaji berbagai sumber 

pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta 

membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang 

berbeda. Kesimpulan pandangan hukum pidana islam mengenai pidana 

mati atas delik pembunuhan pada dasarnya memiliki nilai-nilai sosial 
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kemasyarakatan dan sudut individu. Dari sudut sosial kemasyarakatan 

tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa 

seseorang yang tidak sesuai dengan moralitas dan keadian. Sedangkan dari 

sudut individu diberlakukannya hukuman mati atas delik pembunuhan 

menciptakan sikap waspada seseorang dalam melakukan tindakan 

pembunuhan sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam 

analisis perbandingan delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana 

islam dan hukum pidana positif memandang hukuman mati merupkan 

ancaman terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa 

seseorang yang harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Didalam 

hukum pidana islam ahli waris korban menjadi penentu ketetapan hukum 

yang mana terdapat dua pilihan yaitu dijatuhi hukuman qishash atau hanya 

membayar diyat sedangkan dalam hukum positif tidak ada istilah 

pengampunan hukum bagi keluarga korban pelaku yang telah melanggar 

aturan hukum harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya 

tersebut di depan pengadilan. 
28
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Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. 

 

No. Skripsi & 

Penulis 

Persamaan  Perbedaan 

1. Skripsi 

berjudul 

Pidana Mati 

Terhadap 

Kejahatan 

Terorisme 

Dalam 

Perspektif 

Hukum Pidana 

Indonesia dan 

Hak Asasi 

Manusia karya 

Nisrokhah 

1) Sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemberlaku

an 

hukuman 

mati bagi 

pelaku 

tindak 

pidana 

terorisme. 

2) Sama-sama 

menggunak

an metode 

penelitian 

yuridis 

normatif  

a) Penelitian ini berfokus 

pada sanksi pidana mati 

bagi tindak pidana 

teroris menurut hukum 

pidana di Indonesia. 

b) Penelitian ini hanya 

berfokus pada sanksi 

pidana mati bagi teroris 

dalam perspektif hak 

asasi manusia. 

c) Kesimpulan dalam 

penelitian ini 

berdasarkan hukum 

pidana di Indonesia 

yang tercantum dalam 

KUHP sanksi pidana 

mati masih tetap 

diberlakukan hingga 

saat ini bagi pelaku 

tindak pidana terorisme 

dengan tetap 

mempertimbangkan 

hak asasi manusia. 

2.  Skripsi 

berjudul 

Hukuman Mati 

Terhadap 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Terorisme 

Perspektif 

Fiqih Jinayah 

Karya Ahmad 

Zainud Taufid 

1) Sama-sama 

membahas 

mengenai 

hukuman 

mati bagi 

pelaku 

tindak 

pidana 

terorisme. 

2) Sama-sama 

menggunak

an metode 

penelitian 

yuridis 

normatif 

a) Penelitian ini berfokus 

pada pandangan fiqih 

jinayah terhadap 

hukuman mati bagi 

pelaku tindak pidana 

terorisme. 

b) Penelitian ini berfokus 

pada pandangan fiqih 

jinayah terhadap 

argumentasi hukum 

pidana mati bagi pelaku 

tindak pidana 

terorisme. 

c) Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah 

pemberlakuan 

hukuman mati bagi 

pelaku tindak pidana 
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terorisme menurut 

analisis pasal 6 UU 

No.15 Tahun 2003 

bahwasanya dalam 

hukum pidana islam 

memandang bahwa 

tindak pidana terorime 

berbenturan dengan 

asas islam yang 

menjunjung tinggi 

harkat dan martabat 

manusia dari adanya 

perbuatan terorisme. 

 

3. Skripsi 

berjudul 

Eksistensi 

Pidana Mati 

Dalam 

Penegakan 

Hukum di 

Indonesia di 

Tinjau dari 

Aspek Hak 

Asasi Manusia 

(HAM) karya 

Ahmad Sahrun 

1) Sama-sama 

membahas 

mengenai 

pemberlaku

an 

hukuman 

mati di 

Indonesia. 

2) Sama-sama 

menggunak

an metode 

penelitian 

yuridis 

normatif  

a) Penelitian ini berfokus 

pada penerapan 

hukuman mati dalam 

penegakan hukum di 

Indonesia. 

b) Penelitian ini berfokus 

pada bagaimana 

hukuman pidana mati 

jika dihubungkan 

dengan hak asasi 

manusia. 

c)  Kesimpulan dalam 

penelitian ini 

keefektifan penerapan 

hukuman mati di 

Indonesia yang 

dibuktikan dengan 

meningkatnya vonis 

hukuman mati bagi 

pelaku kejahatan luar 

biasa (exstra ordinary 

crime). 
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4 Skripsi 

berjudul 

Penjatuhan 

Sanksi Pidana 

Mati Terhadap 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Korupsi 

Terkait 

Dengan Hak 

Asasi Manusia 

karya Yan 

Aswari  

1) Sama-sama 

membahas 

mengenai 

sanksi 

pidana mati 

yang terkait 

dengan hak 

asasi 

manusia 

2) Sama-sama 

menggunak

an metode 

penelitian 

yuridis 

normatif  

a) Penelitian ini berfokus 

pada penjatuhan sanksi 

pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana 

korupsi dalam undang-

undang pemberantasan 

tindak pidana korupsi 

b) Penelitian ini berfokus 

pada penjatuhan sanksi 

pidana mati terhadap 

pelaku tindak pidana 

korupsi dalam 

perspektif hak asasi 

manusia 

c) Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengenai 

pengaturan sanksi 

pidana mati bagi pelaku 

tindak pidana korupsi 

yang masi belum bisa 

ditegakkan karena 

terhalang dengan 

adanya perlindungan 

hak asasi manusia yang 

dijunjung tinggi di 

Indonesia. 

5 Skripsi 

berjudul 

Hukuman Mati 

Terhadap 

Tindak Pidana 

Pembunuhan 

Dalam 

Perspektif 

Hukum Pidana 

Islam Dan 

Hukum Pidana 

Positif karya 

Muchamad 

Imamudin 

1) Sama-sama 

membahas 

mengenai 

hukuman 

mati dalam 

pandangan 

hukum 

pidana 

islam 

a) Penelitian ini berfokus 

pada ketentuan 

hukuman mati terhadap 

tindak pidana 

pembunuhan dalam 

perspektif hukum 

pidana islam dan 

hukum pidana positif 

Indonesia 

b) Penelitian ini berfokus 

pada analisis 

perbandingan antara 

hukum pidana islam 

dan hukum pidana 

positif mengenai 

hukuman mati dalam 

tindak pidana 

pembunuhan  

c) Dalam penelitian ini 

menggunakan metode 
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penelitian pustaka atau 

legal research  

d) Kesimpulan dalam 

penelitian ini 

perbandingan mengenai 

delik pembunuhan 

yang dapat 

mengakibatkan 

hilangnya nyawa 

seseorang didalam 

hukum pidana islam 

dan hukum pidana 

positif yang memiliki 

hakikat sama, yang 

mana kedua hukum 

tersebut melihat 

hukuman mati menjadi 

ancaman bagi 

kesalahan yang 

menyebabkan 

hilangnya nyawa 

seseorang, yang harus 

dipertanggungjawabkan 

di depan pengadilan.  

 

B. Kajian Teori 

1. Hukuman atau Pemidanaan 

Dalam memberikan hukuman seorang hakim pengadilan tidak 

serta merta menjatuhkan hukuman tersebut tanpa adanya alasan, makadari 

itu perlu adanya dasar untuk dijatuhkan hukuman tersebut yang jelas yaitu 

apabila seseorang terpidana telah melanggar suatu aturan hukum yang 

berlaku. Menurut pendapat David J. Cornwell dalam buku Polemik 

Hukuman Mati Di Indonesia karya Abdul Jalil Salam hukuman 

merupakan vonis yang dijatuhkan oleh hakim dengan perasaan tidak enak 

karena telah melanggar aturan hukum pidana. Sedangkan mengutip 

pendapat  Christopher Clarkson dalam buku yang sama Polemik Hukuman 
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Mati Di Indonesia karya Abdul Jalil Salam memberikan makna tentang 

hukuman adalah sebuah pembalasan yang memberikan penderitaan secara 

fisik atas perbuatan seseorang yang telah melanggar aturan hukum. 

Tujuan dari adanya hukuman atau pemidanaan ini adalah untuk 

memelihara serta menciptakan kemaslahatan manusia. Menurut pendapat 

Benyamin dan Curson dalam buku yang sama Polemik Hukuman Mati Di 

Indonesia karya Abdul Jalil Salam tujuan hukum pidana ada empat yaitu 

sebagai pembalasan, penghilang dosa, sebagai penjeraan, serta sebagai 

perbaikkan.
29

 

Di dalam perundang-undangan pengertian secara hukum, 

hukuman mati tercantum dalam pasal 10 KUHP bahwasanya terdapat 2 

jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok 

terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana 

denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan 

hakim.
30

 

Adapun jenis hukuman pidana pokok berdasarkan pasal 10 KUHP 

diantaranya: 

a. Hukuman mati 

Mengutip pendapat Michel A. Foley dalam buku Polemik 

Hukuman Mati Di Indonesia karya Abdul Jalil Salam bahwa 

hukuman mati bukan merupakan pembalasan, melainkan merupakan 
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 Salam, Polemik, 194-195. 
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 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP  (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 6. 
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refleksi dari sikap anti penjahat dan juga tindak kejahatan. 
31

 

b. Hukuman penjara 

Dalam hukuman penjara terdapat 4 pembagian kelas yakni 

terdiri dari kelas I merupakan kelas bagi kelompok orang yang 

dihukum seumur hidup, orang yang dianggap dapat membahayakan 

orang lain dan orang yang dijatuhi hukuman penjara sementara. Kelas 

II merupakan kelas bagi kelompok orang yang hukumannya lebih 

dari tiga bulan, orang yang dihukum sementara dari kelas I yang 

dimajukan ke kelas II serta orang dari kelas III yang dimundurkan ke 

kelas II. Kelas III merupakan kelas kemajuan bagi orang kelas II 

yang selama enam bulan telah berkelakuan baik. Kelas IV merupakan 

kelas bagi orang dengan hukuman penjara kurang dari tiga bulan. 

c. Hukuman kurungan 

Hukuman kurungan merupakan hukuman kemerdekaan yang 

lebih ringan daripada hukuman penjara. Hukuman kurungan ini 

dijatuhkan bagi orang yang telah melakukan tindak kejahatan yang 

dilakukan dengan tidak sengaja. 

d. Hukuman denda 

Hukuman denda merupakan hukuman yang diberikan bagi 

orang yang diancam disemua pelanggaran. Denda yang ditetapkan 

menurut pasal 403 KUHP maksimal sebesar sepuluh ribu rupiah 

sedangkan dalam pasal 30 (1) minimalnya sebesar dua puluh lima 
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sen.
32

 

Adapun jenis hukuman dalam hukum pidana islam diantaranya: 

a. Hukuman hudud 

Hukuman hudud merupakan hukuman bagi pelaku yang telah 

melanggar tindak pidana berupa zina, qadzaf, minum-minuman keras, 

mencuri, murtad, pemberontakan dan hirabah yang mana 

hukumannya dapat berupa dirajam, didera, potong tanga dan 

dihukum mati. 

b. Hukuman Qishas atau diyat 

Hukuman qishas atau diyat merupakan hukuman bagi pelaku 

yang telah melakukan pembunuhan baik sengaja maupun tidak, 

penganiayaan, menyebabkan orang lain luka yang mana hukumannya 

dapat berupa hukuman mati dan juga diyat. 

c. Hukuman kafarat 

Hukuman kafarat merupakan hukuman bagi pelaku yang telah 

melakukan pembunuhan tidak sengaja, melanggar sumpah, membuat 

onar yang mengakibatkan kerusakan yang mana hukumannya dapat 

berupa memerdekakan budak, memberi makan dhuafa, berpuasa. 

d. Hukuman ta’zir 

Hukuman ta’zir merupak hukuman bagi orang yang telah 

melakukan kejahatan selain yang telah disebutkan diatas maka dapat 

dihukum dengan hukuman mati, dera, pengasingan, kurungan, dan 
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denda.
33

 

2. Hukuman Mati 

Hukuman mati atau pidana mati dalam kamus besar bahasa 

Indonesia  merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan oleh suatu 

negara untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksi atas 

kejahatan yang telah dilakukan.
34

 

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua, namun 

semenjak awal abad ke-20 banyak negara yang mulai menghapuskannya 

tetapi masih banyak juga negara yang tetap mempertahankan salah 

satunya negara Indonesia. Peraturan mengeni hukuman mati terdapat 

dalam KUHP yang mayoritas atau kebanyakan berasal dari hukum 

Belanda meskipun di Belanda hukuman mati telah ditiadakan, Indonesia 

masih mempertahankan dan mengakui eksistensi hukuman tersebut 

karena terdapat beberapa pertimbangan yakni bangsa Indonesia yang 

memiliki suku bermacam-macam sehingga mudah menimbulkan 

perselisihan antar suku, terlepas dari keadaan geografis bangsa Indonesia 

perlunya hukuman mati untuk tetap diberlakukan yaitu agar menjaga 

ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dalam Perpres 

Republik Indonesia tahun 1964 no.2 yang mengesahkan bahwa penerapan 

pidana mati dapat dijatuhkan di Pengadilan umum maupun Pengadilan 

militer dengan beberapa cara pelaksanaan hukuman mati di beberapa 
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negara yaitu: 

a. Dengan cara ditembak  

Eksekusi dengan cara ini banyak diikuti di Indonesia yang 

dilaksanakan oleh satu regu tembak dengan menggunakan senjata api 

dengan mata terpidana tertutup, cara ini dianggap mempercepat 

kematian terpidana sebab peluru mengarah langsung ke jantung 

sehingga tidak membuat terpidana merasa sakit yang terlalu lama. 

b. Kursi listrik 

Yakni eksekusi dengan menggunakan kursi listrik yang dialiri 

arus listrik sebesar 500-2000 volt per detik, sehingga dapat membuat 

asap keluar dari kepala dan kaki terpidana. 

c. Kamar gas 

Dilakukan dengan cara terpidana dimasukkan kedalam kamar 

gas kemudian diikat dikursi yang dibawahnya terdapat wadah berisi 

air penyulingan minuman keras, diatas wadah tersebut tergantung 

kantong berisi setengah kilo pil sodium sianida, pil tersebut dapat 

berubah menjadi asam biru, lalu narapida diintruksikan untuk 

menghirup udara tersebut sehingga oksigen diotaknya akan terputus 

seketika tubuhnya akan kejang dan mengalami kesulitan bernapas, 

setelah sepuluh menit kemudian terpidana akan mati. 

d. Suntik mati 

Dilakukan dengan cara menyuntikkan jarum suntik ke tubuh 

terpidana namun cara ini sering mengalami kegagalan karena 
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suntikan yang dilakukakn oleh staf kedokteraan yang kurang 

berpengalaman.
35

  

3. Terorisme  

Dalam bahasa Latin kata teror berasal dari kata terre yang dapat 

diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan ketakutan 

bagi para pihak. Sedangkan menurut konveksi Eropa definisi terorisme 

adalah suatu ancaman kekerasan yang didasari oleh motif politik. Sulitnya 

mendefinisikan pengertian terorisme menimbulkan silang pendapat yang 

mengakibatkan berbedanya definisi terorisme disetiap negara. 
36

 

Ciri-ciri utama terorisme adalah: 

a. Menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan  

b. Menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik tanpa 

pandang bulu  

c. Dilakukan dengan cara sengaja agar menimbulkan efek secara psikis 

dan psikologis terhadap korban untuk mencapai tujuannya 

d. Pelaku teroris beroperasi sendiri maupun bisa berasal dari anggota 

kelompok, organisasi bahkan pemerintah 

e. Motif teror dapat berasal dari diri sendiri maupun kelompok atau 

pemerintah  

f. Tindakan teror biasanya ditujukan untuk pemerintah, kelompok, atau 

partai tertentu 
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g. Kegiatannya dapat berupa penculikan, pembajakan, pembunuhan dan 

lain-lain.
37

 

Terdapat faktor pemicu terjadinya tindak pidana terorisme yaitu: 

a. Semangat nasionalisme, pada umumnya para pejuang kemerdekaan 

melakukan kekerasan politik untuk memberontak rezim penjajah  

b. Semangat separatisme, kelompok separatis meletakkan kekerasan 

politik sebagai tipe perjuangan dengan menggunakan senjata sebagai 

alatnya  

c. Semangat radikalisme agama, kelompok radikal agama juga 

menggunakan aksi teror sebagai bentuk untuk memperjuangkan 

tujuannya  

d. Gerakan terror yang dilatar belakangi dengan tujuan utama bisnis.
38

 

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang 

No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

merupakan setiap tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau 

rasa takut terhadap publik secara luas. Tindak yang dilakukan dengan cara 

merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang 

lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas 

publik atau internasional tersebut bahkan dapat menimbulkan korban yang 

bersifat masal.  

Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana terorisme 
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yaitu: 

a. Irrational terrorism merupakan teror dengan motif atau tujuan yang 

tidak masuk akal, misalnya bom bunuh diri 

b. Criminal trrorism merupakan teror yang dilatarbelakangi dengan motif 

atau tujuan untuk kepentingan kelompok agama atau kepercayaan 

tertentu, dengan motif balas dendam 

c. Political terrorism merupakan teror bermotif politik  

d. State terrorism merupakan kekerasan negara terhadap warga negaranya 

dengan mengintimidasi, menganiaya dan ancaman lainnya yang 

dilakukan oleh oknum negara. 

Sedangkan menurut USA Army Training and Doctrine Command 

tindakan terorisme berdasarkan motivasinya terdapat beberapa jenis yaitu: 

a. Separatisme adalah motivasi gerakan agar mendapatkan presensi atau 

pengakuan kemerdekaan, kedaulatan dll 

b. Etnosentrisme adalah motivasi yang berlandaskan pada keyakinan, 

kepercayaan serta karakteristik sosial. Dengan tujuan menunjukkan 

kekuasaan dan kekuatan agar dapat diakui sebagai ras yang unggul 

c. Nasionalisme adalah motivasi yang dilandaskan pada kesetiaan dan 

loyalitas terhadap suatu paham tertentu atau suatu negara dengan 

maksud untuk membentuk pemerintahan baru atau ingin lepas dari 

kedaulataan yang sekarang demi bergabung dengan kedaulatan yang 

memiliki tujuan yang sama 
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d. Revolusioner adalah keinginan melakukan perubahan agar dapat 

menggulingkan pemerintahan, dan menggantikan dengan struktur 

politik baru. 

Bentuk-bentuk dari tindakan terorisme yaitu: 

a. Peledakan bom atau pengeboman merupakan strategi yang paling 

umum digunakan oleh pelaku terorisme dalam melakukan aksinya. 

Dampak yang diakibatkan lebih cepat karena pastinya menimbulkan 

korban yang lebih banyak dan bahan mudah didapat dengan biaya 

rendah serta akibatnya bisa langsung dirasakan dan pastinya menarik 

perhatian massa 

b. Pembunuhan merupakan aksi teror tertua yang masih digunakan 

sampai saat ini. Aksi ini dilakukan dengan menargetkan seseorang 

yang terkenal atau figur pejabat pemerintah agar dampaknya cukup 

besar dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat 

c. Pembajakan merupakan perbuatan merebut kekuasaan atau merampas 

hak miik orang lain dengan cara memaksa yang dapat dilakukan di 

sebuah kapal, pesawat terbang dan lain-lain agar menimbulkan 

perhatian publik 

d. Penghadangan merupakan aksi teror yang sering dilakukan dengan 

cara menghadang, namun cara ini sering mengalami kegagalan  

e. Penculikan atau penyanderaan merupakan tindakan teror yang sulit 

dilakukan tapi memiliki hasil yang cukup besar apabila berhasil 

melakukannya  
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f. Perampokan merupakan aksi teroris untuk mencari dana sebagai biaya 

operasional kelompoknya dan sebagai bahan ujian bagi personil baru  

g. Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali merupakan aksi 

yang dilakukan oleh kelompok teroris yang tidak terorganisir yang 

sasarannya adalah hotel, bangunan pemerintah, dan objek-objek vital 

negara 

h. Serangan bersenjata merupakan aksi teror yang mematikan dengan 

menggunakan senapan mesin  

i. Penggunaan senjata pemusnah massal merupakan aksi teror yang baru 

di kalangan masyarakat dengan disertai perkembangan teknologi yang 

dibuat manusia namun berampak negatif bagi kehidupan manusia itu 

sendiri.
39

 

4. Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dipunyai oleh 

setiap orang sejak mereka lahir yang telah diberikan oleh tuhan yang maha 

esa. Hak asasi manusia tersebut bersifat melekat dan merupakan hak yang 

tidak dapat diabaikan oleh orang lain. 

Pengertian hak asasi manusia sangatlah bermacam-macam salah 

satunya menurut pendapat Jhon Locke dalam artikel Hak Asasi Manusia 

(HAM) karya Septi Rahmadi, Peronita Situmeang, Tati Krisnawati hak 

asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan oleh tuhan secara 

langsung kepada manusia yang bersifat suci dan mendasar sehingga tidak 
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ada suatu apapun yang dapat mencabutnya. Sedangkan menurut pendapat 

Miriam Budiarjo hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal 

yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir tanpa mengenal adanya 

perbedaan ras, suku, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Dan didalam 

undang-undang nomor 39 tahun 1999 juga memberikan pengertian 

mengenai hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang telah melekat 

pada diri seseorang sebagi bentuk anugrah yang telah diberikan oleh tuhan 

yang maha esa yang harus dilindungi dan dihargai. 

Di Indonesia hak asasi manusia menjadi suatu hal yang sakral dan 

butuh perjuangan untuk menegakkannya. Adanya hak asasi manusia 

dianggap sangat penting untuk dijunjung tinggi keberadaannya 

menggingat pancasila sebagai dasar negara yang mana dalam 

memperjuangkan haknya seseorang perlu menyuarakan pendapatnya yang 

mana kesemuanya memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan 

tujuannya. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia yaitu: 

a. Hak asasi manusi tidak hanya diberikan kepada satu orang saja 

melainkan semua orang diberikan hak serupa baik itu hak ekonomi, 

politik, sosial dan budaya. 

b. Hak asasi manusia tersebut tidak boleh dicabut, dilepaskan maupun 

diambil oleh orang lain. 

c. Hak asasi manusia sudah ada semejak seseorang masih dalam 

kandungan 
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d. Hak asasi manusia bersifat universal yaitu berlaku bagi semua 

manusia  tanpa melihat perbedaan apapun. 

Macam-macam hak asasi manusia: 

a. Hak asasi pribadi yaitu hak setiap orang yang berhubungan dengan 

kehidupan pribadinya 

b. Hak asasi politik yaitu hak setiap orang yang berhubungan dengan 

kehidupan politik 

c. Hak asasi ekonomi yaitu hak setiap orang yang menyangkut hal 

perekonomian 

d. Hak asasi peradilan yaitu hak setiap orang untuk memperoleh 

perlakuan yang sama di muka pengadilan 

e. Hak asasi sosial budaya yaitu hak seseorang yang berkaitan dengan 

kehidupannya didalam masyarakat 

f. Hak asasi hukum yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama 

dimata hukum dan pemerintahan.
40

 

Aturan mengenai hak asasi manusia terdapat dalam pasal 4 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “hak untuk hidup, 

hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
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dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”
41

 

Dalam islam hak asasi manusia memiliki landasan yang kuat yaitu 

Al-Qura’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an menjamin hak asasi manusia sejak 

1400 tahun yang lalu yaitu hak hidup, kemerdekaan, keamanan, mendapat 

perlakuan yang sama, merdeka dalam berekspresi, menyampaikan 

pendapat, beragama, dan memperoleh kehidupan yang layak dan lain-lain. 

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa “semua manusia adalah sama 

seperti gigi sisir. Bangsa Arab tidak lebih tinggi dibanding bangsa non 

Arab kecuali dalam ketakwaan.” Makadari itu pentingnya menjunjung 

tinggi hak asasi manusia karena pada dasarnya manusia yang diciptakan 

oleh tuhan adalah sama.
42

 

5. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana islam berasal dari kata fiqh jinayah, jinayah sendiri 

memiliki arti tindakan yang dilarang oleh syara’ yang dapat merugikan 

jiwa atau harta benda. Hukum pidana islam atau fiqh jinayah merupakan 

segala perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 

mukallaf yang terperinci di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dalam hal ini 

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan perbuatan 

kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta melawan 

peraturan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.
43

 

Adapun asas-asas hukum pidana islam yaitu: 
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a. Asas legalitas  

Didalam kaidah fiqih adanya asas legalitas merupakan 

ketentuan tuhan bukan semata-mata berdasarkan pikiran manusia 

saja. Dimana asas ini memiliki makna bahwasanya “tidak akan ada 

hukuman bagi pelanggaran yang telah diperbuat manusia sebelum 

adanya aturan yang mengaturnya” 

b. Asas tidak berlaku surut  

Asas ini merupakan akibat dari adanya asas legalitas,  dimana 

asas ini memiliki makna bahwasanya “undang-undang atau aturan 

hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang yang dilakukan setelah 

undang-undang atau aturan tersebut di tetapkan” 

c. Asas praduga tidak bersalah 

Asas ini juga merupakan akibat dari adanya asas legalitas, 

yang mana asas ini memiliki makna bahwasanya “seseorang dapat 

dianggap tidak bersalah apabila ada keraguan dalam membuktikan 

kesalahannya maka orang tersebut harus dibebaskan” 

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan 

Dari adanya asas praduga tidak bersalah menyebabkan 

batalnya suatu hukuman yang mana menyebabkan putusan 

penjatuhan hukuman tersebut batal karena adanya keraguan. 

e. Prinsip persamaan di hadapan hukum 

Datangnya agama islam membawa perubahan bagi masa 

jahiliyah yang menganggap bahwa manusia tidak memiliki kesamaan, 
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mereka membedakan antara tuan dan budak, kaya dan miskin, pria 

dan wanita dan lain sebagainya, namun sejak islam datang hal 

tersebut dihapuskan sehingga tidak ada lagi perbedaan sesama 

manusia mereka semua memiliki kesamaan dimata hukum.  

Terdapat tiga tujuan dari adanya hukum pidana islam yaitu 

pertama,  terpeliharanya agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta. 

Kedua terjaminnya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dan ketiga 

membuat aturan-aturan baru yang dapat membawa perubahan kehidupan 

manusia menjadi lebih baik lagi.
44
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian atau research merupakan pencarian kembali mengenai ilmu 

pengetahuan yang baru agar hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah yang sedang terjadi. Penelitian dilakukan karena adanya 

keingintahuan mengenai sesuatu hal yang kemudian menimbulkan suatu keraguan 

yang kemudian memunculkan suatu hipotesis (jawaban sementara yang dianggap 

benar). 
45

 

Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah dalam mencari, 

menganalisis, membahas, dan menyimpulkan suatu problem yang sedang diteliti 

agar mendapatkan data yang berguna sesuai tujuan serta kegunaan yang ingin 

penulis sampaikan.
46

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis 

normatif dengan sumber dan teknik pengumpulan datanya berdasarkan bahan 

hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berasal dari 

peraturan dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 

sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi penjelas 

dari bahan hukum primer yang bersumber dari studi kepustakaan yang berasal 

dari rancangan undang-undang, penelitian terdahulu, pendapat pakar hukum, 

buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 

penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif selalu menggunakan data 
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sekunder sebagai bahan hukum utama. Adapun ruang lingkup penelitian 

hukum normatif yaitu penelitian terhadap sejarah hukum, asas-asas hukum, 

sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sistematika hukum.
47

 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan dengan merujuk kepada beberapa peraturan perundang-

undangan hierarki mempunyai kedudukan yang sama tetapi ruang 

lingkupnya tidak sama.
48

 Pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan reguasi 

berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan 

tujuan agar mendapatkan konsep-konsep hukum baru. Sebagian besar 

pendekatan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan  apakah 

telah sesuai dengan isi yang terdapat didalam peraturan tersebut atau tidak. 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui berlakunya peraturan tentang 

tindak pidana terorisme yang diancam dengan hukuman mati dan 

pelaksanaan peraturan tersebut telah sesuai dengan pandangan hak asasi 

manusia dan hukum pidana islam baik pada saat perumusannya maupun 

dalam implementasinya agar kemudian dapat dikaji oleh peneliti. 
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3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi untuk 

membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.
49

 Pendekatan 

ini digunakan untuk membandingkan dan menganalisis regulasi yang 

mengatur tentang pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

terorisme dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam. 

C. Bahan Hukum  

Bahan hukum merupakan keseluruhan ketentuan, prinsip-prinsip dan 

teknis hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma 

yang lainnya. 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama 

atau penting yang mendasari isu hukum yang disesuai oleh problem yang 

sedang diteliti. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi: 

a. Al-Qur’an 

b. Hadits 

c. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme  
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan 

penjelas dari bahan hukum primer agar peneliti fokus untuk mempelajari 

salah satu hukum untuk memberikan pengarahan dalam melanjutkan 

penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari buku, jurnal, 

majalah, artikel, skripsi dan pendapat para ahli hukum yang disesuaikan 

dengan fokus penelitian. 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan penggabungan antara bahan 

hukum primer dan sekunder yang dijadikan bahan hukum pelengkap 

yang mampu memberikan petunjuk atau penjelas dari fokus penelitian 

yang ditulis oleh penulis. Bahan hukum tersier diperoleh penulis dari 

kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ini 

diperoleh dengan cara membaca dan menelaah buku, artikel, jurnal, 

ensiklopedia dan lain-lain, serta tinjauan terhadap dokumen-dokumen yang 

memiliki keterkaitan dengan isu penelitian. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadikan data sekunder 

sebagai data utamanya maka dalam menganalisis bahan hukum tersebut harus 
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tetap memegang penafsiran (hermeneutik) yang berarti merubah sesuatu yang 

tidak diketahui menjadi diketahui atau dimengerti. Analisis data dalam 

penelitian hukum normatif mempergunakan studi kepustakaan sebagai 

sumber utama data penelitiannya.
50

 Langkah yang dapat dilakukan dalam 

proses menganalisis penelitian ini yaitu dengan merumuskan asas hukum, 

baik berupa data sosial maupun dari hukum positif yang telah ada.
51

 

F. Keabsahan Data 

Penelitian ini memakai teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah 

proses yang digunakan dalam memeriksa keabsahan dengan cara 

membandingkan beberapa data.
52

 Dan dalam penelitian ini penulis kemudian 

menggunakan teknik triangulasi sumber ialah pengecekan data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.
53

 sehingga dalam penelitian ini dibuat 

dengan studi pustaka dan pencarian referensi dari berbagai sumber terutama 

buku yang berhubungan dengan eksploitasi seksual anak secara online. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

Langkah pertama dalam mengerjakan penelitian ini meliputi 

beberapa persiapan yaitu mengumpulkan bahan penelitian yang bersumber 

dari beberapa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan 

isu hukum penulis. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah setelah pra penelitian memulai memahami latar belakang, 

membaca sumber-sumber data yang telah didapatkan serta analisis data 

dengan menggunakan metode yang ditetapkan. 

3. Tahap Penyelesaian 

Dalam tahapan ini hasil penelitian yang telah didapatkan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta melaksanakan ujian 

sidang skripsi. 

 



 

52 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dalam 

Pandangan HAM 

Penjatuhan pidana atau hukuman terhadap pelaku kejahatan 

merupakan proses yang sangat penting dalam peradilan pidana. Sebab dengan 

diputusnya suatu perkara pidana menjadi bentuk atau wujud dari tercapainya 

tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum tidak hanya 

itu saja dengan adanya penjatuhan hukuman juga terciptanya fungsi hukum 

yaitu untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 

Secara etimologi HAM berasal dari bahasa Inggris yaitu human right 

dan dalam bahasa Belanda menselijke. Selanjutnya secara terminologi HAM 

memiliki arti hak-hak pokok atau hak-hak dasar yang telah ada sejak manusia 

dilahirkan sebagai karunia yang telah diberikan tuhan, semata-mata diberikan 

berdasarkan martabat manusia bukan karena diberikan berdasarkan hukum 

positif atau pemberian dari masyarakat. Mengutip pendapat James, hak asasi 

manusia merupakan hak universal yang dimiliki manusia karena posisi dan 

martabatnya sebagai manusia. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan warna kulit, suku, bangsa, agama dan kedudukannya dalam 

masyarakat yang mana hal ini diisyaratkan dapat diterapkan dalam semua 

negara di dunia.
54

 

Dengan demikian negara yang masih tetap memberlakukan hukuman 
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mati memiliki keterbatasan dalam menerapkannya yakni hanya berlaku untuk 

tindak kejahatan tertentu saja yakni terbatas pada pidana khusus atau serius 

seperti halnya tindak kejahatan genosida atau terorisme. Negara Indonesia 

juga mulai mengadopsi pemikiran mengenai HAM dengan membentuk 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang terdapat dalam 

pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan 

hidup dan kehidupannya.” Yang mana kalimat tersebut sangatlah mirip 

dengan isi dalam pasal 3 DUHAM PBB. Ketentuan dalam pasal 28A UUD RI 

1945 tersebut lalu dirinci dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang 

hak asasi manusia. Menetapkan bahwa Pasal 9: 

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya 

2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera 

lahir dan batin 

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 

Selanjutnya menetapkan pasal 69 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 

tentang hak asasi manusia bahwa: 

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, 

moral etika dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara 

2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar 

dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara 

timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, 

melindungi, menegakkan, dan memajukannya. 

 

Adanya hak untuk hidup menjadi hak pokok yang bersifat menyeluruh. 

Hak tersebut membebaskan kehidupan manusia sendiri untuk melakukan 

apapun yang mereka inginkan dan tidak ada yang dapat mengambil hak hidup 

manusia tanpa adanya persetujuan. Sehingga hak hidup yang memiliki sifat 
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non derogable right merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diambil, 

dikurangi atau ditunda pemenuhannya alam keadaan apapun. 
55

 

Masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia jelas menimbulkan 

kontoversi. Sebab konsep hak asasi manusia sendiri yang secara tegas 

menolak adanya hukuman mati karena sifat dari hak asasi manusia tersebut 

yang mendukung adanya keberadaan hak hidup bagi setiap individu. Sesuai 

yang tercantum dalam pasal 28 I yang menyatakan bahwa hak untuk hidup 

merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang 

pada intinya seseorang harus bisa mempertahankan hak hidupnya. Namun 

dalam pasal 28 J menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak 

asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang supaya dapat menjamin pengakuan serta penghormatan hak 

dan kebebasan orang lain. Yang intinya pasal tersebut meminta pertanggung 

jawaban bagi pelanggar HAM, yang mana adanya vonis hukuman mati 

semata-mata sebagai dasar pembelaan terhadap korban yang hak asasinya 

telah dirampas oleh terpidana. Pasal ini mengingatkan bahwa setiap orang 

tidak dapat mencabut hak hidup orang lain dan harus saling menghormati hak 

asasi terhadap sesama.
56

  

Meskipun Indonesia telah meratifikasi DUHAM dan ICCPR, hukum 

positif Indonesia masih memberlakukan hukuman mati yang terdapat dalam 

dalam sejumlah undang-undang seperti KUHP, Pengadilan HAM, Tindak 
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Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Narkotika 

sesuai putusan final Pengadilan yang berwenang.
57

 Hal ini diperkuat dengan 

putusan MK dalam memutuskan pidana mati yang diancamkan pada kejahatan 

narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak bertentangan 

dengan UUD 1945. Adanya hukuman mati tersebut tidak bertentangan dengan 

hak hidup yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebab konstitusi Indonesia 

tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Mulai Pasal 28A hingga 

28I UUD 1945 menjamin hak asasi semua warga oleh konstitusi namun 

dibatasi dengan Pasal yang menjadi kunci yaitu Pasal 28J bahwa hak asasi 

seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi 

orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Hal ini 

ditegaskan juga oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga 

menyampaikan pembatasan hak asasi sesorang dengan adanya hak orang lain 

demi ketertiban umum. Dengan masih memberlakukan hukuman mati pada 

kejahatan terorisme MK menilai bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian 

Internasional seperti halnya Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 

(ICCPR) yang melarang hukuman mati. MK juga menyampaikan dalam Pasal 

6 ayat (2) ICCPR pun masih memperbolehkan hukuman mati untuk kejahatan 

paling serius.
58

 

Hukuman mati yang diberlakukan pada tindak pidana terorisme yang 
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sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 14 yang berbunyi “setiap orang 

yang sudah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan 

suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”
59

 

Sebagai negara yang mempertimbangkan keberadaan HAM sesuai 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 yang ke-2 mulai Pasal 28A sampai Pasal 28J dengan 

pokok pembahasan mengenai HAM. Tidak hanya berdasarkan kedua aturan 

hukum tersebut Indonesia mempertegas pengakuannya tentang HAM terdapat 

dalam TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional 

Tentang Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) namun dengan adanya aturan 

tersebut tidak membuat terhapusnya hukuman mati.
60

 

Meskipun hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia Komnas 

HAM selalu berupaya untuk mencari jalan tengah dengan memberikan 

tawaran sebagai upaya agar terpidana tidak dijatuhi hukuman mati yang 

dianggap kejam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM tersebut yakni 

dengan melakukan pendekatan alternative to death penalty seperti yang 

terdapat dalam RUU KUHP yang akan berlaku mulai tahun 2026, jadi 
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terpidana yang divonis hukuman mati tidak dapat langsung menjalani 

hukuman mati namun mendapat masa percobaan selama 10 tahun dengan 

mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk 

memperbaiki diri dan peran terdakwa dalam tindak pidana, maka hukuman 

mati tersebut dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dari adanya 

pendekatan ini diharapkan hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pokok 

melainkan hukuman pokok yang bersifat khusus dan bersifat alternatif yang 

mana tujuan utamanya adalah untuk menghindari penjatuhan hukuman mati.  

Adapun cara lainnya yaitu dengan meningkatkan penanggulangan 

kejahatan dengan pendekatan penal policy dan non penal policy secara 

bersama-sama serta meningkatkan profesionalitas, kemampuan penegak 

hukum dan kemampuan masyarakat dalam melawan kejahatan, gunakan 

hukuman sebijaksana mungkin tanpa harus memberlakukan hukuman mati 

karena apabila hukuman tersebut dilaksanakan dan ternyata ada kesalahan 

maka siapa yang akan bertanggungjawab untuk menghidupkan terpidana 

tersebut lagi. 
61

 

B. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari 

Perspektif Hukum Pidana Islam  

Agama islam juga memiliki aturan mengenai tingkah laku umatnya 

yang disebut dengan syariat islam. Syariat islam ada karena dapat dijadikan 

pedoman yang dapat membatasi tingkah laku manusia agar selalu berada 

dijalan yang benar. Syariat diturunkan oleh Allah yang dapat berupa perintah 
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ataupun larangan yang ditujukan kepada manusia agar terciptanya 

kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan tersebut dikenal dengan 

sebutan hukum pidana atau dalam islamnya disebut jinayah. 

Islam sangat menjaga hak hidup, keamanan dan kebabasan seseorang. 

Di dalam islam melakukan pembunuhan maupun bunuh diri sangatlah 

dilarang, disampaikan dalam islam membunuh seseorang yang tidak bersalah 

diumpamakan dengan membunuh semua orang dan menjaga kehidupan orang 

lain sama halnya menjaga seluruh kehidupan manusia. Dengan ini dapat 

dikatakan bahwa tujuan dari sanksi yang ada dalam aturan hukum di Indonesia 

dengan sanksi yang terdapat dalam hukum islam telah seirama maka apabila 

aturan saksi tersebut dijalankan secara tegas dapat menciptakan keadilan 

sebagai bentuk hilangnya semua tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana.
62

 

Hukuman mati dalam hukum pidana islam disebut qishash. Kata 

qishash berasal dari kata قصصـــــــا -يقـــــــص – قــص (qashsha, yaqushshu, qashashan) 

yang berarti mengikuti atau membalas dengan bentuk perbuatan yang sama. 

Mengutip pendapat Ibn Manzhur dan Mufassir Muhammad Ali al-Sais dalam 

jurnal Miqot yang berjudul Qishash: hukuman mati dalam perspektif Al-

Quran karya Chuzaimah Batubara menyampaikan bahwa hukuman mati atau 

qishash merupakan suatu hukuman yang telah ditentukan dengan cara 

mengikuti bentuk perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Sedangkan 

menurut pendapat Mufassir Muhammad Ali al-Sais qishash ialah perlakuan 
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yang sama kepada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana 

dengan membalas apa yang telah dia lakukan. Didalam Al-Quran memberikan 

penjelasan mengenai arti qishash yaitu sanksi hukum yanng telah ditetapkan 

dengan sesuatu yang dianggap semirip mungkin dengan tindak pidana yang 

telah dilakukan sebelumnya. Yang mana hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 178 yang berbunyi: 

                           

                               

                             

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 

Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 

maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 

pedih.”
63

 

 

Kata qishash dalam hadits disebut dengan kata qawad, yang berarti 

seumpama atau semisal. Adapun pengertian menurut syara’ qishash 

merupakan kesamaan akibat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 

karena telah melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap seseorang 

yang menjadi korban. Sedangkkan dalam pengertian lain, qishash ialah pelaku 
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yang akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatan yang telah dia 

lakukan. Mengutip pendapat Abdul Qadir Audah dalam buku yang berjudul 

Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah karya Beni Ahmad Saebani dan Mustafa 

Hasan, beliau mendefinisikan qishash sebagai kesetaraan atau keseimbangan 

yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang sama 

dengan apa yang telah diperbuatnya.
64

 

Dalah hal ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyetujui adanya 

hukuman mati dengan menetapkan peraturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Nomor: 10/MUNAS/VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati Dalam Tindak 

Pidana Tertentu. Yang berisi bahwa:  

a. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya 

dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishash dan takzir.  

b. Negara diperbolehkan memberlakukan hukuman mati terhadap 

pelaku tindak pidana tertentu.  

 

Dengan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia melakukan musyawarah 

nasional pada Juli 2005 setelah menimbang: 

a. Bahwa pada akhir-akhir ini banyak diberitakan mengenai 

hukuman mati yang diberikan pada pelaku tindak pidana tertentu 

yang mendatangkan perhatian dan pro kontra di kalangan 

masyarakat  

b. Bahwa hukuman mati adalah hukuman paling berat yang diberikan 

pada pelaku tindak pidana tertentu yang menyeret pihak 

berwenang dan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan.  

c. Bahwa berdasarkan kondisi masyarakat dan negara MUI melihat 

perlu ditetapkannya fatwa tentang hukuman mati dalam tindak 

pidana tertentu agar dapat menjadi pedoman. Sesuai dengan Q.S 

Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi: 
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Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu 

membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami 

telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-

keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka 

setelah itu melampaui batas di bumi.”
65

 

 

Hukum pidana islam meninjau bahwa tindak pidana terorisme masuk 

dalam kategori jarimah hudud yang mana perbuatan tersebut dapat dijatuhi 

hukuman had. Dari adanya tindak pidana terorisme hukum pidana islam 

menilai bahwa tindak pidana tersebut telah bertentangan dengan asas islam 

yang melindungi hak asasi manusia demi keselamatan jiwa, agama, nyawa, 

harta dan keturunan. Tindak pidana terorisme tidak hanya melukai harkat, 

martabat manusia tetapi juga melukai kemuliaan agama makadari itu sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 

pidana terorisme bahwa hukum pidana islam memandang pemberlakuan 

hukuman mati bagi pelaku terorisme tidak bertentangan dengan syariat islam 
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sebagaimana yang telah ada dalam nas Al-Quran.
66

 

Secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Nabi yang terdapat di 

Al-Quran Dan Hadits terdapat tujuan hukum islam. Yang secara garis besar 

tujuan dari hukum islam merupakan kebahagiaan hidup bagi manusia baik di 

dunia maupun di akhirat nanti dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan 

menjauhi larangannya. Dengan arti lain tujuan hukum islam merupakan 

kemaslahatan hidup bagi manusia baik secara jasmani maupun rohani, 

individual maupun sosial. Sedangkan mengutip pendapat Abu Ishaq al Shatibi 

dalam tesis Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme 

Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Pandangan Hukum 

Islam Karya Wahyu Sriyono mengungkapkan bahwa tujuan hukum islam itu 

ada 5 yaitu memelihara: jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Sehingga 

tujuan dari hukum pidana islam menjatuhkan hukuman mati  dimaksudkan 

agar pelaku tindak pidana terorisme memperoleh balasan yang sepadan atas 

perbuatan yang telah dia lakukan kepada korbannya makadari itu pelaku 

tindak pidana selanjutnya akan takut untuk melakukan perbuatan tindak 

pidana yang mana dapat berakibat dijatuhinya hukuman yang sama pula.
67

  

Hifz an Nafs sebagai sebagai salah satu dari tujuan syariat islam 

(maqosidus syariah) memiliki visi yang besar yaitu menghormati hak-hak 

asasi manusia secara menyeluruh dan yang paling utama dalam agama islam 
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sangat memperhatikan hak hidup manusia, sehingga jiwa manusia dalam 

adanya tujuan syariat Allah tersebut sangatlah dihormati dan dimuliakan. 

Jaminan keselamatan jiwa atau Hifz an Nasf menjadi jaminan terhadap 

keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia. 

Untuk bisa melestarikan jiwa islam mensyariatkan perkawinan untuk 

keberlangsungan jenis manusia sedangkan untuk menjaga jiwa islam 

mensyariatkan hukuman qishas atau hukuman setimpal, diyat, denda, kafarat 

atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa. Adapun yang menjadi 

dasar yang berkenaan dengan hifz an nasf yang mendukung agar manusia 

dapat memelihara jiwa dan diperbolehkan adanya qishas sebagai bukti bahwa 

memelihara jiwa merupakan keharusan agama yaitu terdapat dalam QS Al-

Baqarah ayat 178. Dengan adanya tindak pidana terorisme sangatlah 

bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa yang terkandung dalam Al-

Quran.
68

 

Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum adat, hukum 

islam dan hukum barat sebagai sistem hukum di Indonesia. Maka dari itu 

dalam mempertimbangkan putusan hukum islam dapat dijadikan rujukan 

mengenai pemberlakuan hukuman khususnya hukuman mati, Dengan 

demikian, hakim sebagai penentu keputusan wajib memperhatikan prinsip 

keadilan serta kemaslahatan umum dengan melihat dampak serius yang 

diakibatkan oleh tindak kejahatan terorisme tersebut maka pelaku dapat 

dijatuhi hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati yang mana hukuman 
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tersebut dibenarkan dalam islam. Indonesia sebagai negara yang masih 

memberlakukan hukuman mati memandang bahwa hukuman mati menjadi 

upaya efektif untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kemaslahatan 

masyarakat. Sebagai upaya dalam memelihara lima hak dasar kemanusiaan di 

atas, hukum islam secara konsisten memakai hukuman mati sebagai salah satu 

hukuman pokok.
69

 

C. Komparatif atau Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum 

Pidana Islam  

Terorisme pada akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena yang sering 

dibicarakan oleh masyarakat dari berbagai media, hal ini disebabkan karena 

rentetan peristiwa terorisme yang telah terjadi di wilayah Indonesia yang 

mengakibatkan trauma dan rasa takut masyarakat secara luas, dimulai sejak 

terjadinya bom Bali 1 dan 2 serta serangkaian peristiwa terorisme yang terjadi 

berdampak buruk bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan politik yang 

dapat mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di 

dunia.  

Kata terorisme berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti 

membuat gemetar atau menggetarkan, sedangkan teror memiliki arti 

menyebabkan kengerian. Teroris merupakan sebutan bagi pelaku teror 

sedangkan terorisme merupakan aksi kejahatnnya. Penjelasan mengenai 

pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention On 
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The Suppression Of Terrorism (ECST) pada tahun 1977 di Eropa yang 

membahas tentang Crime Against Humanity yang meliputi tindak pidana yang 

dapat membuat individu, golongan serta masyarakat umum berada dalam 

keadaan yang mencekam. Dari sini terorisme masuk dalam kategori serangan 

yang ditunjukkan secara langsung bagi masyarakat yang mengarah pada 

orang-orang yang tidak bersalah dengan melakukan serangan secara meluas 

dan sistematik.
70

 

Dalam hukum islam terdapat istilah yang bervariasi mengenai 

penyebutan terorisme antara lain Al-irhab, Al-hirabah (perampokan), Al-

baghy (pemberontakan) dan lain-lain. Kesemuanya tersebut dapat masuk 

dalam kategori terorisme apabila telah memenuhi unsur dengan melakukan 

aksi kekerasan, menyebabkan ketakutan pada masyarakat, menimbulkan 

kerugian jiwa dan harta dan mempunyai tujuan politik khusus. 

Secara bahasa kata Al-Irhab berasal dari kata arhabayurhibu yang 

berarti ancaman atau mengintimidasi atau bisa disebut akhafa (menciptakan 

ketakutan) serta dapat juga disebut fazza’a (menciptakan kengerian). 

Sedangkan secara istilah Al-Irhab adalah perasaan takut yang disebabkan 

karena adanya aksi kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan, serta 

perusakan. Al-Irhabi merupakan orang yang melakukan teror atau kekerasan. 

Kata Al-Irhab yang identik dengan makna terorisme juga dijelaskan dalam 

QS. Al Anfal ayat 60  
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Artinya:  “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi 

mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda 

yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang 

selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah 

mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya 

akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi 

(dirugikan).” 

 

Maksud dalam ayat diatas mengutip pendapat Quraish Shihab dalam 

jurnal yang berjudul Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam karya Kasjim 

Salenda adalah yang dimaksud dengan menggetarkan disini adalah bukan 

menggetarkan masyarakat umum dan orang-orang yang tidak bersalah 

melainkan menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh masyarakat 

umum yang ingin mengakibatkan kerugian. Dengan selalu waspada 

menghadapi serangan musuh serta selalu meningkatkan kualitas pasukan agar 

musuh merasa takut dan tidak akan meremehkan umat islam. Dari penjelasan 

surat di atas maksud Al-Irhab di sini ialah perbuatan yang dapat menimbulkan 

perasaan takut bagi musuh yang pada akhirnya menyerah sehingga tidak 

terjadi perempuran. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa makna 
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menggetarkan dalam ayat diatas sama artinya dengan tindakan terorisme. 
71

 

Sedangkan pengertian terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, 

terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan yang 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat 

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan 

atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, 

fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau 

gangguan keamanan.
72

  

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak 

Pidana Terorisme terdapat hukuman yang berlaku bagi pelaku tindak pidana 

terorisme yang berbunyi bahwa” setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana 

teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang 

bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa 

dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 

terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau 

fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, 
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atau pidana mati.
73

 

Didalam hukum pidana islam terdapat hukuman qishah atau biasa 

disebut hukuman setimpal (nyawa dibalas dengan nyawa) dengan maksud 

seseorang boleh dijatuhi hukuman mati apabila melakukan tindak pidana yang 

mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Konsep hukum seperti ini 

seharunya tidak diberlakukan di negara hukum khususnya Indonesia. Banyak 

kalangan yang menyatakan bahwa qishash atau hukuman mati memang 

ditetapkan dalam Al-Quran namun ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. 

Apabila hukum qishash dipaksa untuk tetap diberlakukan di Indonesia maka 

jelas hal ini telah berbenturan dengan nilai-nilai hak asasi manusia secara 

umum yaitu adanya hak untuk hidup. Indonesia sebagai negara the rule of law 

harus memenuhi, melindungi, serta menghormati HAM. Perlindungan 

terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku 

membuktikan bahwa syarat bagi suatu negara hukum adalah dengan selalu 

menjamin hak-hak asasi manusia, meski seberat dan sebesar apapun perbuatan 

yang telah dilakukan, HAM yang dimiliki seseorang harus tetap dilindungi. 
74

 

Diberlakukannya hukuman mati menurut islam juga untuk melindungi 

maqosid syariah. Sebagaimana mengutip pendapat Ibnu Al Qayyim dalam 

buku berjudul Problem Hukuman Mati Kasus Korupsi Kajian Politik Hukum 

Pidana Dan Maqashid Syariah karya Moh. Abd. Rauf, telah menyampaikan 

bahwa apapun cara yang ditentukan merupakan tujuan penegakan keadilan. 

Sebab setiap ketetapan akan mewujudkan suatu hal yang memiliki sifat adil 
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dan menjadi belahan dari hukum islam. Tujuan adanya penegakan hukum 

yaitu mencari kemaslahatan terhadap dunia dan juga kemaslahatan akhirat. 

Dengan selalu menerapkan 5 kemaslahatan yang wajib dipelihara yaitu 

pertama, Hifizh Al-Din (memelihara atau melindungi agama), kedua Hifizh Al-

Nafs (memelihara atau melindungi jiwa), ketiga Hifizh Al-Aql (memelihara 

atau melindungi akal), keempat Hifizh Al-nasb (memelihara atau melindungi 

keturunan), kelima Hifizh Al-Mal (memelihara atau melindungi harta benda). 

Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku terorisme juga searah dengan kaidah 

ushul fiqih dar’u al-mafashid muqoddam ala jalb al masholih (menghindari 

kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan). Bahwa 

terbukti tindakan terorisme telah menyengsarakan banyak orang dikehidupan 

masyarakat dalam suatu negara maka lebih baik menghukum dengan cara 

menghilangkan beberapa orang atau kelompok saja daripada harus 

mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah.
75

 

Sebagai negara yang mengakui keberadaan hak asasi manusia, 

Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 

dengan dibentuknya lembaga ini tidak mempengaruhi adanya penghapusan 

hukuman mati di Indonesia dan sampai saat ini hukuman mati masih diakui 

serta digunakan sebagai pidana pokok sesuai dengan Pasal 10 huruf a KUHP 

yang menyatakan bahwa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana 

denda, pidana tutupan menjadi pidana pokok yang sah. Berdasarkan Deklarasi 

Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights) yang menjamin 
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hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan, ditingkat internasional 

hukuman mati telah dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Namun nanti 

semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 

6 Desember 2022 dan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 

mendatang, hukuman mati berubah status menjadi pidana pokok yang bersifat 

khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya, serta 

hukuman mati juga memiliki masa percobaan selama 10 tahun dengan maksud 

untuk memberikan rasa penyesalan dan adanya harapan untuk memperbaiki 

diri bagi terdakwa. 
76

 

Dalam perkara adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

terorisme dalam hukum pidana islam hal ini sering memunculkan kritik yang 

disampaikan orang-orang bahwa hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan 

bertentangan dengan HAM yang menjunjung tinggi hak untuk hidup bagi 

siapapun. Bagi orang yang tidak setuju dengan hukuman mati sering 

menyampaikan alasan teologis bahwa manusia tidak berhak untuk mengambil 

nyawa orang lain, karena yang berhak hanyalah Allah. Berbagai pertanyaan 

selalu muncul mengapa hukuman mati itu ada bukankah itu melanggar 

HAM?. Melanggar atau tidaknya seharusnya tidak dilihat dari satu sisi saja 

melainkan dari berbagai sisi. Jika kita melihat dari sisi terpidana hukuman 

mati, maka akan terlihat hukuman mati itu kejam dan melanggar HAM. Maka 

sebaliknya apabila dilihat dari sisi lainnya, misalnya dari sisi korban aksi 
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terorisme yang mana dampak yang ditimbulkan sangat besar seperti korban 

jiwa, harta benda, dan yang pasti juga menimbulkan kerugian baik politik, 

ekonomi maupun psikologis, bukankah semua itu juga telah melanggar hak 

asasi manusia?. Memang dalam ajaran agama khususnya islam diwajibkan 

untuk menghargai nyawa dan mengetahui hak asasi manusia, namun hak asasi 

manusia itu tidak hanya dimiliki oleh terdakwa hukuman mati saja tetapi juga 

milik para korban yang terdampak dari aksi terorisme tersebut. Hal ini 

diumpamakan apabila dengan adanya hukuman mati dengan menghilangkan 

HAM satu orang dapat menyelamatkan ribuan nyawa, maka hukuman mati itu 

perlu dipertahankan dalam undang-undang demi melindungi hak asasi 

manusia itu sendiri. Kalangan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati 

sebenarnya tidak adil karena mereka hanya melihat dari satu sisi yakni 

terpidana saja tanpa memperhatikan sisi korban yang telah dirampas hak asasi 

manusianya. Mereka seakan-akan melupakan pengaruh yang akan dirasakan 

oleh keluarga korban beserta masyarakat yang terdampak dari aksi tersebut. 

Makadari itu, dapat dikatakan hukuman yang adil adalah hukuman yang tidak 

hanya memperhatikan HAM terpidana tetapi juga memperhatikan HAM bagi 

semua korban dari aksi terorisme. Sehingga hukuman mati tidak boleh 

dikatakan sebagai hukuman yang melanggar HAM akan tetapi dapat dikatakan 

sebagai hukuman yang dapat melindungi HAM semua masyarakat dari pelaku 

terorisme yang sewenag-wenang. Maka itulah yang menjadi alasan mengapa 

hukuman mati masih diberlakukan dipertahankan dalam Peraturan di 
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Indonesia
77

  

Tabel 4.1 

Persamaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau 

dari perspektif ham dan hukum pidana islam 

No  Secara Segi Menurut HAM Menurut HPI 

1 Filosofis Hukuman mati 

memiliki tujuan untuk 

menghormati hak 

hidup orang lain demi 

kemaslahatan bersama 

Hukuman mati 

memiliki tujuan 

untuk menjaga 

maqosidus syariah 

demi kemaslahatan 

dunia dan akhirat  

2 Fungsi Hukuman mati 

berfungsi sebagai 

upaya terakhir agar 

tidak ada pelaku yang 

melakukan kejahatan 

yang dapat diancam 

dengan hukuman mati 

Hukuman mati 

berfungsi sebagai 

upaya dalam 

menciptakan 

keamanan dan 

memberikan rasa 

takut bagi 

masyarakat agar 

tidak mengulangi 

kejahatan yang sama 

yang dapat diancam 

dengan hukuman 

mati  

3 Prinsip-prinsip   Hukuman mati 

mengandung nilai-

nilai persamaan 

(equality), kebebasan 

(freedom) dan 

keadilan (justice) 

Hukuman mati 

mengandung nilai-

nilai persamaan 

(equality), 

kebebasan (freedom) 

dan keadilan 

(justice) yang sama-

sama dijunjung 

tinggi dalam islam 

4 Asas-asas  Pemberlakuan 

hukuman mati sesuai 

dengan asas legalitas  

Pemberlakuan 

hukuman mati sesuai 

dengan asas legalitas  
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Tabel 4.2 

Perbedaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau 

dari perspektif ham dan hukum pidana islam 

No  Secara segi  Menurut HAM  Menurut HPI 

1 Sumber hukum  Hukuman mati 

bersumber dari 

Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia  

Hukuman mati 

bersumber dari nas 

Al-Quran 

2 Hukuman  Hakim dapat 

menjatuhkan satu atau 

dua macam hukuman 

yang mempunyai 

batas tertinggi dan 

batas terendah 

Hakim tidak dapat 

menciptakan 

hukum dari dirinya 

karena 

hukumannnya 

sudah jelas dalam 

syariat 

3 Hikmah  Hikmah adanya 

hukuman adalah 

supaya pelaku tindak 

pidana dapat 

merasakan 

pembalasan atas 

perbuatannya dana 

dapat memberikan 

efek jera bagi 

masyarakat 

Hikmah adanya 

hukuman mati 

adalah sebagai 

bentuk 

pencegahan, 

pengajaran agar 

tujuan hukum 

dapat tercapai 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Bahwa pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di 

Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena hak hidup 

seseorang yang diatur dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 28I Undang-

Undang Dasr 1945 tersebut bisa dibatasi dengan ketentuan yang berlaku 

dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pembatasan hak  

hidup seseorang itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia.  

2. Bahwa pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum pidana islam karena tindak pidana 

terorisme merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori jarimah 

hudud yang salah satu bentuk hukumannya adalah hukuman mati. Tujuan 

pemberlakuan jarimah hudud ini untuk memberikan perlindungan terhadap 

hak hidup manusia sebagaimana dalam tujuan Maqosidus Syariah yang 

salah satunya adalah Hifz an Nafs.  

3. Perbandingan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut 

ham dan hukum pidana islam adalah memiliki kesamaan yaitu dilihat dari 

segi filosofisnya sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan 

manusia. Sama-sama memiliki fungsi sebagai upaya dalam menanggulangi 

kejahatan yang dapat diancam hukuman mati. Sama-sama memiliki 

prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai persamaan (equality), 
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kebebasan (freedom) dan keadilan (justice). Sama-sama memiliki asas-

asas legalitas dalam pemberlakuan hukuman mati. Sedangkan perbedaan 

hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut pandangan 

ham dan hukum pidana islam adalah dari segi sumber hukum yaitu dalam 

HAM bersumber dari peraturan perundang-undangan sedangkan dalam 

hukum pidana islam bersumber dari al-qur’an dan hadist, dari segi putusan 

hakim dalam HAM hakim dapat menjatuhkan hukuman yang mempunyai 

batas tertinggi dan terendah, sedangkan dalam hakim tidak dapat 

menciptakan hukum dari dirinya sendiri karena hukumannya sudah jelas 

dalam syariat, sedangkan dari segi hikmahnya dalam HAM hikmahnya 

adalah supaya pelaku tindak pidana dapat merasakan pembalasan atas 

perbuatannya dan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat, sedangkan 

dalam hukum pidana islam adalah sebagai bentuk pencegahan, pengajaran 

gar tujuan hukum dapat tercapai. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia diharapkan dapat lebih 

mempertegas dan mempertimbangkan pelaksanaan hukuman mati sebagai 

upaya penanggulangan kejahatan yang dapat memeberikan efek jera 

sehingga terdapat penurunan angka kejahatan serta perlu adanya kepastian 

dan ketegasan mengenai batasan masa tunggu eksekusi mati serta 

berupaya meningkatkan pelayanan lapas yang lebih baik lagi dalam 

memberlakukan terpidana khususnya terpidana mati. 
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Jurusan   : Hukum Islam 

Prodi     : Hukum Pidana Islam 

Email     : ratnaaulya03@gmail.com  

II. Pendidikan formal 

Tahun Ajaran Sekolah/Institusi Jurusan 

2006/2007 RA Khadijah 28  - 

2012/2013 MI Al Jazari  - 

2015/2016 MTs N 2 Banyuwangi - 

2018/2019 MAN 4 Banyuwangi IPA 
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